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ABSTRACT
Technical implementation rather than the rights of the ex- wife of her husband's former salary , salary division when the divorce was due to the will of the male civil servants salary divided as follows Legal consequences of divorce are as follows : At the level ba'in talaq , divorce is talaq which has entered level three where the couple is forbidden to reconcile his ex-wife before marrying another person prior to that person later divorced ; Divorce for li ' s, then the marriage can no longer be done for ever ; Treasure joint wealth is shared between husband and wife while the cost of maintenance and education is the responsibility of the father . More entitled to maintain his children are his mother , for the mother was married to someone else .
A. Pendahuluan
Merupakan suatu kodrat alam bahwa seorang pria dan seorang wanita untuk hidup saling berpasangan yang kemudian menimbulkan keinginan untuk mengadakan ikatan yang lebih kekal dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan tindakan lanjut dari pasangan seorang pria dan seorang wanita, sebab perkawinan merupakan satu-satunya jalan untuk mengesahkan hubungan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.

Pada hakekatnya perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, maksudnya adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan suatu ikatan batin adalah ikatan yang tidak dapat dilihat, maksudnya adanya suatu pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dalam taraf permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama, ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalinnya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Di Indonesia masalah perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai perwujudan dari peraturan perundang-undangan secara nasional. Tetapi sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional, di negara kita memang sudah ada beberapa peraturan perundangan tentang perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan dalam masyarakat kita mempunyai hukum perkawinan sendiri yang berbeda-beda, yaitu :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;

2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers (Stbld 1993 No. 74);

4. Bagi orang Timur Asing Cina dan WNI Keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;

5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan WNI Keturunan TImur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;

6. Bagi orang-orang Eropa dan WNI Keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sehubungan dengan itu pasal 66 Undang-Undang Perkawinan Nasional, menghapuskan semua ketentuan-ketentuan mengenai atau berhubungan dengan perkawinan yang dijumpai pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Islam (S.1933 : 74), peraturan perkawinan campuran (S.1898 : 158) dan kedua dalam peraturan-peraturan lain sejauh materinya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional.
Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah mendahului itu tidak berlaku lagi jika ia bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nasional atau jika materinya telah diatur secara lain dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional. Dalam ketentuan pasal 66, lebih luas lagi yakni bukan hanya terbatas kepada ketentuan perundang-undangan tetapi diperluas lagi kepada peraturan-peraturan lain yang telah mendahului UU No. 1 Tahun 1974. Yang demikian itu adalah cocok dengan prinsip umum perundang-undangan, yaitu :

1. Peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi menghapuskan peraturan yang semetri yang bertentangan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; dan

2. Peraturan perundang-undangan yang setingkat derajadnya yang ditetapkan kemudian menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajad yang mendahuluinya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan diharapkan akan dapat membawa perubahan yang cukup fundamental terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita. Dari pola perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya menjadi pola perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal yang pasti serta dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Tetapi ternyata makna perkawinan yang begitu luhur dan agung dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat mencegah hancurnya suatu perkawinan, dimana sebagai salah satu penyebabnya adalah antara pasangan suami istri tersebut tidak dapat rukun lagi. Adapun alasan-alasan perceraian itu telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain;
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
Dan khususnya mengenai ijin perkawinan ataupun perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang antara lain menyebutkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil apabila hendak melakukan perceraian harus terlebih dahulu minta dan memperoleh ijin dari pejabat atasannya. Selanjutnya di dalam pasal 18 PP No. 10 Tahun 1983 ini, tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 peraturan pelaksanaannya.
Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil ini, menimbulkan suatu akibat hukum bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka antara lain adalah tentang hak istri dan anak terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan istrinya tersebut. Dan besanya gaji tersebut akan dibagi tiga, tetapi apabila dalam perkawinannya tidak dikarunia seorang anakpun maka si istri berhak mendapatkan setengah bagian yang diperoleh bekas suaminya. (menurut pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990).
Tentang hak istri terhadap gaji tersebut dalam peraturan tersebut (PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990), berikut telah diatur oleh bendaharawan gaji yaitu penerimaannya secara langsung dibagikan untuk masin-masing yaitu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan bekas istrinya dapat mengambil sendiri dengan menandatangani sendiri dalam daftar penerimaan gaji sesuai dengan pembayaran masing-masing.
Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “PELAKSANAAN  HAK ISTERI DAN ANAK ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT PERCERAIAN” 

Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimanakah pelaksanaan hak istri dan anak terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil dan apakah akibat hukum dari suatu perceraian yang disebabkan karena gugatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam.
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.
b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

C. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak istri dan anak terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil ?

2. Apakah akibat hukum dari suatu perceraian yang disebabkan karena gugatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam ?

D. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :
1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :
a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Samarinda.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.
2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :
a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.
b. Penelitian Lapangan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan empat cara yaitu :
1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.
2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.
3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu mengenai tinjauan yuridis pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang hak bekas istri dan anak terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil karena perceraian.
3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

BAB II
HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASANNYA
A. Pelaksanaan Pemberian  Hak Mantan istri dan Anak Terhadap Gaji Pegawai Negeri Sipil akibat Perceraian 
Telah diketahui bahwa salah satu sebab dari putusnya tali perkawinan adalah perceraian, yang mana gugatan perkawinan ini dapat diajukan dari pihak suami yang dinamakan cerai talaq atau dari pihak istri yang dinamakan cerai gugat. Di dalam pengajuan gugatan perceraian ini harus diajukan di daerah hukum tempat tinggal tergugat. Menurut pendapat penulis, mengenai gugatan perceraian yang diajukan dari pihak istri, maka disini timbul adanya dua kemungkinan yaitu :
1. Perceraian itu memang dikehendaki oleh istrinya.

2. Permintaan perceraian itu memang dikehendaki oleh istrinya tetapi dengan disertai suatu alasan bahwa istrinya minta cerai karena dimadu.

Walaupun telah terjadi perceraian di antara pasangan suami istri tersebut, maka si ayah tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya hidup yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Sedangkan kewajiban terhadap bekas istrinya itu hanya pihak pengadilanlah yang menentukan untuk kewajiban suami memberi biaya hidup bekas istrinya itu.

Tentang pemberian hak ini untuk Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara khusus, hal ini dapat dilihat dalam pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 yang menyebutkan :
1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah bagian dari gajinya.

4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku apabila istri minta cerai karena dimadu.

6. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Sedangkan PP No. 45 Tahun 1990 mengubah ketentuan pasal 8 sebagai berikut :

a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.
b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan       ayat (6) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.
d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.
Dengan berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan :
a. Apabila yang menghendaki perceraian tersebut dari pihak suami, maka :

1) Apabila selama perkawinan itu mereka tidak dikaruniai anak, maka gaji yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil itu akan dibagi dua bagian, maksudnya setengah untuk Pegawai Negeri Sipil dan setengah untuk istrinya.

2) Dan apabila selama perkawinan itu mereka dikaruniai anak, maka gaji yang diperoleh si suami itu akan dibagi menjadi tiga bagian, maksudnya adalah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk istrinya dan sepertiga lagi untuk anaknya.

b. Apabila yang menghendaki perceraian tersebut adalah istrinya,  maka :
1) Bekas istri dari Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh gaji yang diterima oleh suaminya.
2) Dan hanya anak atau anak-anaknya sajalah yang mendapatkan biaya penghidupan dari ayahnya.

c. Apabila perceraian itu dikehendaki oleh istrinya tetapi dengan disertai suatu alasan karena istri telah dimadu, maka
1) Bekas istrinya tetap mendapatkan biaya hidup dari suaminya dan pemberian ini akan berakhir jika bekas istrinya itu menikah lagi.

2) Untuk anak atau anak-anaknya tetap mendapatkan biaya hidup dari ayahnya.

Tentang hak anak dan istri terhadap gaji ayahnya apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya tidak diatur dalam peraturan pemerintah tersebut kapan berakhirnya. Menurut hasil penelitian, pengaturan tentang pelaksanaan teknis daripada hak bekas istri terhadap gaji bekas suaminya tersebut, pembagian gaji apabila perceraian itu terjadi karena kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka gajinya dibagi sebagai berikut :
1) Apabila tidak mempunyai anak, maka ½ untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2) Untuk istri ½ bagian;
3) Apabila mempunyai anak dan anak ikut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka 2/3 untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan anaknya dan 1/3 untuk istri.

Pembagian gaji tidak bisa diberikan apabila perceraian tersebut terjadi karena istri penzina, melakukan penganiayaan berat lahir dan batin terhadap suaminya dan atau istri pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan atau istri telah meninggalkan suami dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah.
Pembayaran gajinya diatur sedemikian rupa oleh bendaharawan gaji yang secara langsung sudah diadakan pembagiannya untuk masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan bekas istrinya mengambil atau menandatangani sendiri dalam daftar penerimaan gaji sesuai dengan pembagiannya masing-masing.

Sedangkan sampai saat ini masih belum ada sanksi pidananya yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990, tetapi dikaitkan dengan PP No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya berisi tentang larangan dan hukuman utama pasal 6 mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin.

Tetapi menurut hasil penelitian bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil tidak memberikan nafkah atau biaya hidup kepada bekas istrinya atau anak-anaknya, padahal dalam menyampaikan ikrarnya talaq telah disebutkan kewajiban itu, maka pihak yang dirugikan dalam hal ini bekas istrinya dapat menggugat ke Pengadilan Agama, yang mana pihak Pengadilan Agama dapat menyita barang-barang milik Pegawai Negeri Sipil tersebut yang nantinya barang tersebut akan dilelang. Dan dari hasil pelelangan itu akan digunakan untuk membayar sampai berapa bulan bekas istri dan anak-anaknya tidak diberikan nafkah atau biaya penghidupan.

Memang dulunya pihak Pengadilan Agama hanya berwenang menangani masalah perceraiannya saja, tetapi dengan adanya UU RI No. 7 Tahun 1989, pihak Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk mengadakan penyitaan barang-barang si suami apabila dia tidak memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri dan anak-anaknya.
B. Akibat Hukum Dari Suatu Perceraian Yang Disebabkan Karena Gugatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Beragama Islam
Di dalam hukum Islam, akibat hukum dari perceraian adalah sebagai berikut :
1. Pada tingkat talaq ba’in

Ialah perceraian yang telah memasuki tingkat talaq tiga dimana pasangan suami istri tersebut dilarang untuk rujuk kembali sebelum bekas istrinya menikah terlebih dahulu dengan orang lain kemudian orang itu menceraikannya.

2. Perceraian karena li’an

Perkawinan tidak dapat lagi dilakukan untuk selama-lamanya.

3. Harta kekayaan bersama dibagi antara suami dan istri sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan adalah tanggung jawab si ayah.

4. Yang lebih berhak memelihara anak-anaknya adalah ibunya, selama si ibu bersuamikan orang lain.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah diatur secara umum tentang akibat dari perceraian, hal ini dapat dilihat dalam pasal 41 yang menyatakan :
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak dan apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilanlah yang akan memberikan suatu keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhinya maka pengadilan dapat menentukan bahwa si ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Maka dengan berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun telah terjadi perceraian namun mereka tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan si ayah tetap berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan kepada anak-anaknya sedangkan terhadap bekas istrinya, pihak pengadilan yang akan menentukannya. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil baik mereka yang beragama Islam ataupun tidak, hal ini telah diatur dalam pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983.
Sedangkan dalam Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983 disebutkan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak maksudnya suami istri yang bersangkutan, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut :

1) Apabila semua anak mengikuti bekas istri, maka sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan kepada bekas istrinya.
2) Apabila anak-anaknya mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas istrinya, maka sepertiga dari gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.

Dalam Surat Edaran tersebut juga disebutkan bahwa pembagian gaji tersebut di atas adalah merupakan kewajiban masing-masing pejabat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
BAB III
P E N U T U P
A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam  bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan teknis daripada hak bekas istri terhadap gaji bekas suaminya tersebut, pembagian gaji apabila perceraian itu terjadi karena kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka gajinya dibagi sebagai berikut :

a. Apabila tidak mempunyai anak, maka ½ untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

b. Untuk istri ½ bagian;

c. Apabila mempunyai anak dan anak ikut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka 2/3 untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan anaknya dan 1/3 untuk istri.

2. Bahwa akibat hukum dari perceraian adalah sebagai berikut :

a. Pada tingkat talaq ba’in, ialah perceraian yang telah memasuki tingkat talaq tiga dimana pasangan suami istri tersebut dilarang untuk rujuk kembali sebelum bekas istrinya menikah terlebih dahulu dengan orang lain kemudian orang itu menceraikannya.

b. Perceraian karena li’an, maka perkawinan tidak dapat lagi dilakukan untuk selama-lamanya.

c. Harta kekayaan bersama dibagi antara suami dan istri sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan adalah tanggung jawab si ayah.

d. Yang lebih berhak memelihara anak-anaknya adalah ibunya, selama si ibu bersuamikan orang lain.

B. Saran – Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan agar pelaksanaan tehnis daripada pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 tersebut segera ditetapkan dan pelaksanaannya diberikan pada kantor dimana si suami bekerja. Jadi bekas istri dan anak tersebut dapat langsung mengambil sendiri bagiannya dari kantor suami atau ayah dari anak tersebut.
2. Perlu kiranya diatur bagaimana cara pembagian gaji tersebut apabila sebelum PP No. 10 Tahun 1983 ditetapkan Pegawai Negeri Sipil pria yang menceraikan salah satu isterinya tersebut, sehingga tidak timbul saling merugikan diantara mereka maupun ketidakadilan.

3. Oleh karena dalam PP No. 10 Tahun 1983 tersebut tidak ditetapkan sanksi terhadap suami yang tidak memberikan hak daripada bekas istri dan anaknya terhadap gaji, maka perlu kiranya diberikan sanksi apabila hal ini tidak dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan istrinya tersebut.
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